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Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah merupakan perintah dari Pasal 33 ayat (3) Undan Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan unifikasi hukum tentang pendaftaran tanah adat
dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, tertib penggunaan tanah dan administrasi sistem
pertanahan. Dalam pendaftaran tanah menimbulkan beberapa permsalahan dan kendala. Adapun
kendala dari pihak masyarakat yaitu mahalnya biaya pendaftaran dan masyarakat kurang mengerti
fungsi dari sertifikat sehingga masyarakat tidak berminat mendaftarkan hak atas tanah. Dalam pe-
laksanaan pendaftaran tanah prosedurnya terlalu lama sehingga tibul anggapan hukum adat (kebia-
saan) yang berlaku dalam masyakat cukup kuat untuk mengatur masalah pertanahan baik berupa
jual beli, hibah dan warisan. Sedangkan kendala dari pihak pemerintah (ATR/BPN) tidak ada bukti
tertulis terhadap hak atas tanah dan terbatas biaya dan tenaga teknis yaitu juru ukur dan pemetaan
dalam melakukan pendaftaran tanah serta kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat
oleh kantor ATR/BPN ini menimbulkan kurang mengertinya terhadap kegunaan sertifikat. Untuk
melakukan peralihan hak baik jual beli, hibah dan warisan masih banyak dilakukan masyarakat
dihadapan kepala desa dan bukti kepemilikan hak ditemui pada masyarakat yaitu segel yang dibuat
kepala desa dan bukti tertulis yang dibuat secara kekeluargaan. Disamping bukti tersebut ada bukti
tidak tertulis yaitu penggarapan secara terus menerus, ditanamnya tumbuh-tumbuhan keras dan ba-
tas serta tanda yang diberikan oleh pemegang hak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka upaya
yang dilakukan kantor ATR/BPN vyaitu tidak memberikan batas waktu pengajuan pendaftaran hak
yang dimuatkan dalam surat pengakuan hak. Untuk hak milik adat dengan bukti tertulis tidak
dilakukan konversi, terhadap biaya yang mahal diberikan kemudahan dan keringanan dalam sistem
pembayaran untuk pendaftaran hak milik adat.

Kata-kata kunci : Pendaftaran tanah, Kendala dalam pendaftaran tanah

Abstract
The birth of the Basic Agrarian Law UU No.5 of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997
concerning land registration is an order of Article 33 Paragraph (3) the web of the Constitution of
the Republic of Indonesia 1945 to realize legal unification on registration of customary land in
order to guarantee Legal certainty, orderly use of land and administration of land systems. In the
registration of land raises several problems and obstacles. The constraints of the community is the
high cost of registration and the community does not understand the function of the certificate so
that people are not interested in registering land rights. In the implementation of the registration of
land prosedure was long ago so tibul customary law (custom) prevailing in society is strong enough
to regulate land issues either in the form of buving and selling, grants and inheritance. While the
constraints of the government (ATR / BPN) there is no written proof of land rvights and limited costs
and technical personnel in the measuring and mapping in the registration of land and lack of
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extension provided to the community by the ATR / BFN office is causing less understanding of Use
of certificates. In order to transition the rights of good sale and purehase, grants and inhevitance
are siill mostly done by the community in _front of the village head and the proof of ovwnership of
rights to be found in the community, namely the seal made by the village head and written evidence
made in a kinship. Besides the evidence there is wnwritten evidence of continuous enltivation, the
planting of havsh vegeration and borders and marks given by the vight holder. To overcome these
problems, the effort made by the office of ATR / BEN is not to submit deadline for submission of
rights registration contained in the letter of recognition of vights. For customary properiv rights
with ne written proof of comversion, expensive fees are granted v ease and relief in the payment

system for registration of customary property rights.

Keywords: Land registration, Obstacles in land registrafion

A. Pendahuluan
Dalam rangka pembangunan nasional un-
mk mewujudkan Program Kejar Pemerintah
(Kabiner Kerja Presiden Joko Widodo dan Wa-
IFl Presiden Muhammad Yusup Kalla 2014-
2019) dan Instruksi Presiden Republik Indone-
sia Nomor 3 Tahun 2016 serta paker kebijakan
Hukum yaitu Penataan dan Pe-admunistrasian
hak-hak atas tanah (lendreForm) memerlukan
perhatian dan penanganan yang khusus darni ber-
bagai pithak. hal im bertujuan untuk terwujud
kepastian hukum terhadap hak-hak atas ranah.
Untuk terjamin hak tersebut oleh MPR da-
lam Repelita IIT sudah pernah dimmuskan ten-
tang landreform vaitu Tap/MPR/TI' 1988, vaitu:
“Agar pemanfaatan tanah harus sungguh-
sunggidy mentbanty wsaha untuk mening-
katkan kesejalteraan rakvar dalam rang-
ke mewujudkan keadilan social, sehubu-
ngan dengan it perlu dilanfutkan dan
makin  ditingkarkan  penataan  kembali
penggunaan, penguasaan dan pemilikan
termasuk  pengalilian  lak-hak atas ta-
nah ",

Dilanjutkan dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agra-
ria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. perlu
diwujudkan konsepsi. kebijakan dan sistem per-
tanahan nasional yang umh dan terpadu. Tap/
MPR/IX2001 menindaklanjuti Pasal 33 avat (3)
Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia
1945 dan prinsip yang terdapat dalam Pasal 2
ayatl (1) Undang-Undang Pokok Agrarna. Untuk
terwijudnya myuan Pasal 33 avar (3) Undang-
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Undang Dasar Republik Indonesia 1945, berbu-

nyi:
Bumi, air dan kekavaon alam yang rer-
keandung didalamnya dikuasai oleh Nega-
ra dan diperginakon wntik sebesar-besar-
ma kemakmuran rakvar. Dan i sesuqi
dengan  penjelasan  wmum  Undang-Un-
dang Pokok Agraria Nemor 3 Tahun
1960, yaim negara sebagai oreanisasi ke-
kuasaan berrindak selaku badan pengua-

seaan é)udﬁ tinghkat tingei vang dikuasal ne-

gara

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) ditegaskan bahwa hak menguasai dari
negara memberikan wewenang kepada negara
sebagai kekuasaan unmk mengamir pengsunaan.
penvediaan dan pemeliharaan bumi air. mang
angkasa dan kekayaan alam vang terkandung
dalammnya. Artinya negara bukan pemilik dan
negara hanva ditogaskan untuk mengatur segala
sesuatu vang berhubungan dengan tanah, terma-
suk pendaftaran hak-hak atas tanah.

Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraiia di-
tenmkan rentang hak menguasai dari negara un-
tuk menentukan adanya macam-macam hak-hak
atas tanah, permukaan bumi vang disebut tanah.
Hak ini dapar diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-
sama rermasuk badan hukum. Apabila hak atas
tanah dipunyai oleh orang-orang arau badan hu-
kum. maka hak atas tanah hams didaftarkan di
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertana-

! AP Parlindungan, Komentar anas Undang-Undang Po-
kok Agraria, CV Mandar Maju Bandung (Cetakan ke-
tujul), 1993, hal 35
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han (4TR/BPN) di wilayah terdapatnya hak atas
tanah tersebut. Pendaftaran tanah bersifat Recht-
kadaster., vaimu bertujuan unmk menjamin ke-
pastian hukum dan sebagai suatu informasi dani
status tanah
Pasal 5 Undang-undang Pokok Agrana se-
bagai dasar dan pengakuan terhadap hak milik
adat atas tanah adat vang berbunyi:
“Huknum Agraria bevlaku atas bumi aiv
dan ruang angkasa ialah hkm adat, se-
panjang ridak bertentangan dengan ke-
pentingan nasional dan negara, vang ber-
dasarkan atas persatuan bangsa, dengan
sosialisme Indonesia serta dengan peratu-
rﬂif—}m}'ﬂﬁﬂﬂﬂ _'I.-'ﬂ'ﬂg tercanium ffﬂfﬂiﬂ' 1=
dang-undang ini dan dengan peraniran
perundangan lainnva, segala sesuatu de-
ngan mengidahkan wnsur-unsur vang ber-
dasarkan Ik agama ™,

Disamping itu hak-hak atas tanah pada
Pasal 4 yo Pasal 16 Undang-undang Pokok Ag-
raria dan diakuinya hak-hak atas tanah berdasar-
kan hukum adat. apakah hak tersebut bersifat
kelompok atan hak yang bersifar individu, Se-
dang yang dimakksud dengan hak mdividu ada-
lah hak milik adat vang mempunyal unsur-unsur
kesamaan dengan hak milik sesuai dengan Pa-
sal 20 Undang-Undang Pokok Agrania.

Berdasartkan peraturan  perundang-unda-
ngan vang berlaku, maka semua tanah dan hak
atas tanah di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia (NKRI) harus didafiarkan. Hal im di-
tegaskan kembali dalam Pasal 41 Peramran Pe-
merintah Momor 10 Tahun 1961 dan Pasal 63
Peranwan Pemenntah Nomor 24 thun 1997
Termasuk di era Kabinet Kerja Joko Widodo
dan M. Yusup Kalla 2014-2019 menerbitkan pe-
ratwran vang berhubungan dengan penataan
pengegunaan tanah (landreForm) yaitu Instuksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016, dan Peratmran Menteri ART Nomor 18 ta-
hun 2016. Mewajibkan dan memben sanksi bagi
vang ferlambart atau lalai unmik melakukan pen-
daftaran. baik pendaftaran tanah maupun pen-
daftaran hak atas tanah yang dialan sebelmm
berlakunya Undang-undang Nomor 5 Talun
1960, Ini bertujuan unmuk terwujudnva unifikasi
hukum pertanahan sehingga kepastian hukum
hak atas tanah bagi rakyat Indonesia yang sela-
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ma i berlaku hukum adat

Memumit Bachtiar Efendi berlakunya Un-
dang-Undang Nomor 3 tahun 1960 pada tanggal
24 September 1960 yang dikenal dengan UUPA
vang memuat dasar-dasar bidang agrarian vang
merupakan landasan dalam hukum pertanahan
dan pendaftaran tanah yang diharapkan mem-
ben jaminan kepastian hulum bagi masyarakat
terhadap tanah yang diniliki. Tegasnya untuk
mencapai kesejahteraan dimana masyarakat da-
pat secara aman melaksanakan hak dan kewap-
ban yang diperoleh dari tanah.”.

Dengan dilakukan pendaftaran tanah pada
setiap hak atas tanah. u berarti telah memberi-
kan dasar-dasar unmk mewnjudkan kepastian
hukum terhadap hak atas tanah bagi selurmh rak-
vat Indonesia, terutama rakyar di daerah pedesa-
an sebagai masyarakat agrars dapat dilindungi
hakmya sesual dengan tujuan nmum Landreform
dalam arti sempit. Pendaftaran tanah yang diten-
mkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok
Agraria merupakan sasaran unmuk mengadakan
kesadaran hukum yang dimjubkan kepada Pe-
merintahan dan setidak-tidakarva akan membah
hukum pertanahan lama sebagai warisan Peme-
rintah Hindia Belanda dan akan berlabunya Hu-
kum Pertanahan Wasional,

Menumit AP Parlindungan, Pendaftaran
tanah yang di maksud, selain pendaftaran hak
atas tanah dan berfungsi pendaftaran peralihan
hak, pemberian hak bam sebagaimana ditentu-
kan dalam Pasal 19 dan Peramran Pemerintah
No. 10 Tahun 1961,

Dalam nsaha pemerintah unmk mengada-
kan pendaftaran tapah diselwruh wilayah Indo-
nesia dengan berbagai ragam budava dan pen-
duduk. maka wewenang hak menguasai dari ne-
gara dikuasakan kepada pemerintah di daerah
dan tidak bertentangan dengan kepentingan na-
sional dan prinsip nasionalitas.

Pendaftaran tanah vang menganur asas pe-
mastian lembaga adalah suam sistem pendafia-
ran tanah di Indonesia sesuai dengan Peraturan
Pemermtah Nomor 10 Tahun 1961 yain: Recor-
ding of Title and Continunous Recording oleh
kantor pertanahan dan Recording of deeds of
Conmvevance oleh Pejabat Pembuar Akta Tanah

* Bachtiar Efendic, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan
Pevanran-peratiran Pelaksananyva, Alumm  Bandung,
1983

579



Jurnal Lex Librum, Vol IV, No. I, Desember 2017, al. 377 - §88

(PPAT).

Pemastian Lembaga im sifatnya adalah
monopoli dua lembaga vang rerpisah dan mem-
punyvar wewenang unmk melakukan pendafiaran
tanah. Sifat monofoli mi adalah:

"Kantor Pertanahan (ART/Badan Perta-

nahan) sebagai fnstansi vertical dan Ba-

dan Pertanahan Nasional bertugas mela-
fnkan pendafiaran tanal yang pertama
kali dan kemudian melakukan pendaftaran
vang berfesinambungan vaitu dengan me-
fakukan Updating setiap adamva peruba-
han dak hak seseoramg, baik karena mu-
rasi hak seperdi jual beli dan serernsnva,
mengikar Jaminan dan pendivian hak ha-
rus melalui Pejabar Pembuar Akta Tanal
sebagaimana vang diatur Pasal 19 PP

No. 10 Talum 1961 satu-sanona vang di-

serali nigas membuar Akta PPAT baik

berupa alta mutasi hak, akia pengilaran

Jamtingn ataupn pendirian hak baru de-

ngan suam dokumen vang disebur dengan

Akia PPAT"?

Dilihat dari Undang-Undang Pokok Agra-
ria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 bahwa pendaftaran tanah dan hak atas ta-
nah mi wewenang pendafiaran tanah adalah Ke-
menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perta-
nahan Nasional (ATRBPN) dan Pejabat Pem-
buat Akta Tanah (PPAT),

Akan tetapi vang menjadi perhatian sam-
pai saat selarang 1alah bahwa pendaftaran hak
atas fanah belum terlaksana dengan baile sesual
dengan ketentuan perundang-undangan  yang
berlaku baik yang dilakukan oleh warga negara
Indonesia dan badan hukum vang mempunyai
hak atas tanah memunt hukom adat atan hak
atas tanah menumt Undang-Undang Pokok Ag-
raria UU Nomor 5 Tahun 1960.

Dengan  diberlukannya  Undang-undang
Pokok Agrara Nomor 5 Tahun 1960 dan Pera-
nuan Pemerintall Nomor 24 tahun 1997 serta
Keterapan Majelis Permmsyawaratan Rakyar Re-
publik Indonesia Nomor DOMPR 2001 tentang

' AP Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesta dan
Sari Perkuliahan, €V, Mandar Maju Bandung (cetakan
kedua) 1994, hal. 20,

‘ap Parlindungan. Tama Jovab Hufum Agrarvian, CV
Mandar Maju Bandung {Cetakan ketojuh). 1994, hal. 27,
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Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam. perlu diwujudkan konsepsi. kebija-
kan dan sistem pertanahan nasional vang umbh
dan terpadu. Dan Instruksi Presiden Republik
Indonesta nomor 3 Tahun 2016, dilanjutkan Pe-
raturan Menteni Agrana dan Tata Euang/Badan
Pertanahan Nasionan (ATR/BPN) Nomor 18
Tahun 2016 Berlatar dari peranuan perundang-
nndang vang mengatur masalah pertanahan, ma-
ka negara memenntah warga negara dan badan
hukum Indopesia unmk melakukan penataan
hak atas tanah vaitu mereformasi sistem admi-
nisirasi agraria yaim pendaftaran tanah,

Pendaftaran tanah merupakan hal vang
penting scbagai bukti hak vang kuat terhadap
hak atas unmk membukiikan sebagai pemilik
hak atas tanah secara sah unmk im diperlukan
langkah-lamgkah vang kongkrit oleh pemerin-
tal supava kesadaran masyarakat imtuk mendaf-
tarkan tanah (mensertifikat hak atas tanah). Me-
ngingat pentingnya pendaftaran tanah vang sela-
ma im pembuktiannya hanva bukti adat, atan
tumbuhan produktf dan pengakuan masyarakat,
maka penulis perln melakukan penelitian de-
ngan judul “Pendaftaran tanah dan upaya mem-
peroleh kepastian hukum di Kabupaten Kepa-
luang Bengkulu™,

B. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang
dan melihar rendalnya tngkat kesadaran ma-
svarakat untuk pendaftaran tanah adat (men-
serrifikar hakwva), maka penulis mengangkat
permasalal dalam mulisan:
I. Bagannana proses dan pelaksanamn pen-
daftaran tanah unmk kepastian hukum
di Kabupaten Kepaliang.
Apa yang menjadi permasalahan pendaf-
taran tanah hak milik adat di Kabupaten
Kepahiang,
3. Bagaimana cara penyelesain kendala da-
lam pendafiaran tanah adat di Kabupaten
Kepahiang.

]

C. Pembahasan

1. Proses dan Pelaksanaan Pendaftaran Ta-
nah Unimk Kepastian Hukum Di Kabupa-
ten Kepahiang

Pendaftaran tanah dan pendaftaran hak
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atas tanah adalah program dan rugas pokok dan
Kementerian Agrana dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, vaitu untuk melaksanakan
dan memberikan landasan hukum bidang perta-
nahan untuk terwujudnya suatu tata kehidupan
bagi masyarakat di mana tanah. disamping fung-
s1 sosial dan dapat juga berfungsi atan membe-
rikan nilai ekonomis bagi pemilik hak atas ta-
nah, hal ini disebabkan karena tanah sebagai
benda tidak bergerak dan mlai jaminan bagi pe-
megang hak. Terhadap sebidang tanah vang te-
lah didaftarkan oleh penuliknya atas suam hak.
maka Kantor Agraria dan Tata RuangBadan
Pertanahan Nasional akan mengelnarkan/mener-
bitkan surat keterangan hak yaim Sertfikar hak
atas tanah atas nama pemiliknya.

Pendaftaran tanah adalah suam kegiatan
Administrasi yang dilakukan oleh pemilik terha-
dap tanah. baik dalam pemindahan hak ataupun
pembenian dan pengakuan hak baru. Kegiaran
pendaftaran tersebut membenkan suam kejela-
san status terhadap tanah. Pendaftaran berasal
dan kata “Cadasrre” dalam bahasa belanda
yang menpakan istilah reknis unmk suan rekor
(rekaman) vang menunjukan kepasa luas, milai
dan kepemilikan terhadap suam bidang tanah.
Kata Cadarre berasal dari bahasa latin vaitu Ca-
pitasrum vang berartl suatu registen atau capita
unit yang diperbuatkan untuk pajak tanah di Ro-
mawl,”

Menurut Abdurmrabman ditimjan dan sudut
sejarall perkembangan lembaga tanah ini perta-
ma kali dikenal di Mesir dan kemudian pada ta-
lun 1790 dikembangkan ke Prancis. Istilah fa-
daster itn sendn sebenarnya adalah berasala da-
11 bahasa latin “Carastesis ™ yang dalam bahasa
Prancis berubah menjadi Cadastre yang berarti
suam daftar vang melukiskan semua persil tanah
yang ada di dalam suatu daerah berdasarkan pe-
metaan. dan pengukuran yang cennat, Menjelas-
kan Lembaga Pendaftaran imi di kembangkan
pula di Negara Belanda sejak tahun 1811 dan di
Indonesia terhitung tanggal 21 Apnl 1834 yaitu
dengan berlakunya Evershrijvings ordonnantie.®

Adapun nyuan pendaftaran tanah dan hak

atas tanah adalah untuk memberi kebenaran dan

* AP. Parlindungan, Pendafiaran Tanah di Indonesia, CV
Mandar Majn Bandung {Cetakan kedua). 1994, hal 11

® Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Ag-
raria, Alunum Bandung: Bandung 1985, hal. 118

Bambang Sugiato

kepastian hak atas tanah tersebut baik dari segi
peralihan atas tanah atau sebaga janunan bagi
penerima hak tanggungan, dalam melakukan
pendaftaran rersebut ndak perlu mengulang dan
awal setiap adanya peralihan hak. Pendaftaran
tanah untuk penvederhaan atas alas hak vang
berhubungan dengan ketelinan dan kepastian
hak tidak duagukan lagi Kadaster merpakan
merupakan alat yang tepat untuk memberikan
uraian dan identifikasi dan lahan dan sebagm
Continuous Recording terhadap ha katas tanah.
Pendaftaran tanah adalah kegiatan adounstrasi
kenegaraan sebagal kegiatan pemerintah nntuk
memberikan kepastian hak atas tanah. Pendafta-
ran tanah merupakan suam rekaman dar akra
terhadap hak atas tanah dan pendaftaran harus
diterima jika bukti-bukno hak atas tanah benar
dan tidak perlu dinarkan dan diserahkan kepada
pihak lamm yang berkepentingan terhadap hak
vang dinaliki.

Pendaftaran ranah dapar dilakukan melalu
pendaftaran tanah secara sistemats dan sporadis
dan pendaftaran tanah im diatur oleh Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertana-
han (kalau sekarang ATR/BPN) Nomor 3 Tahun
1995, Dilanjutkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, dan Penmen
ATR Nomor 18 Tahun 2016, yang bermjuan di-
mana penataan pertanahan nasional vang umh
dan terpadu dan sistematik. Pendaftaran secara
sistematis adalah suatu kegiatan pendafiaran ta-
nah vang dilakukan secara serentak yang meli-
puti semua bidang tanah di suam wilayah atan
bagian wilavah suam desakelurahan, baik tanah
yang dipunyal dengan suatu hak tanah maupun
tanah negara.

Yang di maksud dengan suam hak adalah
hak atas tanah menumt huloum adat dan hak atas
tanah menurmt Undang-Undang Pokok Agraria.
Ini berdasarkan Peraturan Menten Negara Agra-
ria’Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahmn 1995 menjelaskan suam kedudukan tanah
adat sepanjang masth ada diatur menurt hukwm
adar,

Pendaftaran tanah dan pendaftaran hak
atas tanah adalah program dan mgas pokok dan
Kementerian Agrania dan Tata RuangBadan
Pertanahan Nasional (ATR/PBN). vaitu untuk
melaksanakan dan memberikan landasan hnkum
bidang pertanahan untok terwujndnya suam tata
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keludupan bagi masvarakat di mana tanah di
samping fimgsi sosial dan dapat juga berfungsi
atan membenkan milar ekonomis bag pemilik
hak atas tanah. hal ini disebabkan karena tanah
sebagai benda nidak bergerak dan nilai jaminan
bagi pemegang hak.

Terhadap sebidang tanah yang telah didaf-
tarkan oleh penuliknya atas suatu hak, maka
Kantor Agrana dan Tata Ruang Badan Pertana-
han Nasional (ATR/BPN) akan mengeluarkan
dan menerbitkan surat keterangan hak vaim ser-
tifikat hak atas ranah atas pama pemiliknya.
Pendaftaran hak atas tanah ini dapat dilakukan
atas nama seseorang atan pendaftaran hak atas
tanah vang sifamya bersama-sama (kelompok)
untuk memiliki hak dan masing-masing hak n-
dak teipsah

Pasal 19. 23. 32 dan Pasal 38 dari Undang
-indang Pokok Agraria tentang pendafiaran ta-
nah dan Surat Keputusan Menteri Agraria No-
mor Surat Kepumisan VIS Ko (SKMA No.SK
VI'5/Ko tentang Pendaftaran Hak Penguasaan
dan Hak Pakai yo Peraturan Menteri Agraria
No.1 Talin 1966 (PMA No.1/1966) dan Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri No.l Tahun 1977
(PMDN No. 1/1977) untuk terlaksana kepastian
hukum terhadap hak atas tanah. maka diadakan
pendaftaran tanah. Adapun asas-asas dalam pen-
daftaran tanah, yainu

1. Tomrens System, (Sederhana, efesiensi
dan tmuralt).

2. Asas negatif. (Serrifikar bisa dibaralkan
melalni Pengadilan),

3. Asas publisitas, (dapar memintak infor-
masi masalah pertanahan),

4. Asas spesialitas, (elas kedudikan dan
fokasi dari analy),

5, Kepastian Hukum. (adamva perlindi-
ngan hak milik rerhadap masvarakar),

6. Pemastian Lembaga (hanya satu lemba-
ga pendaftaran tanah ATR/BPN).

Untuk meningkatkan pelavanan terhadap
masvarakat untuk mendaftarkan hak atas tanah
tersebut Kantor ATE/BPN Kabupaten Kepa-
hiang melakukan kegatan pendaftaran tanah
dan hak atas tanah baik melalw sporadik (atas
permohonan sendiri). Prona, Pir/Transmigrasi

" Imam Soctikmyo. Politik Agraoria Nazional dan Pemba-
ngunan Hukum Nasional, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1994, hal.115.
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dan melaln Hak Tanggungan. Pendaftaran hak
atas tanah yang sudah dilaksanakan di Kantor
ATR/BPN i Kabupaten Kepahiang adalah hak
atas tanaly, yaim:

1. Hak milik.
Hak Guna Usaha.
Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai dan.
Hak Tanggungan.

hod b

Memumt Peramwan Pemerintah Nomor
24 rahun 1997 menegas bahwa hak milik apakah
hak milik menumit adat atau menumt Undang-
Undang Pokok Agrana Nomor 5 Tahun 1969
(UUPA) baik bersifat peorangan atau kelompok
adalah hak mrun menurun dan sifamya terkuat
bagi pemegang hak milik dan mempunym hak
unmuk bebas dengan jalan menjual. menghibah-
kan. menukarkan dan mewariskannya,®
Pendaftaran  hak Tanggungan semenjak
berlakuknya Undang-Undang Nomor 4 tahun
1996 yaim Undang-Undang Hak Tanggungan
melahirkan sertifikat Hak Tanggungan. adapun
hak atas tanah sebagai jaminan semuanya hak
milik atas tanah. Sedangkan hak guna usaha.
hak guna bangunan dan hak pakai belum ada
pengurusan sertifikat hak tanggungan, tapi ken-
ka hak tersebut (Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai) ada yang menjadi
Jaminan wang di Bank dan pelaksanaan perjan-
jian dilakukan sebelum diberlalukan Undang-
undang Hak Tanggungan.

2. Permasalahan Pendaftaran Tanah Hak
Milik Adat di Kabupaten Kepahiang
Untuk melakukan pendaftaran tanah hak
milik adat dalam rangka pendaftaran tanah yang
sifatuya nasional, Pemenntah mengadakan Peja-
bat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara khusus
diberikan wewenang membuat akta ansaksi
vang menjadi syarat untuk dapat didaftarkannya
tanah kepada pemerintah selaku pihak vang me-
lakukan pendaftaran pertama vaitu Recording of
ritfe vang secara tegas dinyatakan dalam Pasal
19 Peratmuran Pemermiah Nomor 16 talum 1961,
Dalam melakukan pendaftaran tersebut
akan nmbul suam kendala dan permasalaban,
baik vang dihadapi oleh Pemerintah (4 TR/BPN)

¥ Bachsan Mustafa, Hukuem Agraria dalam Persfeknf, PT.
Pemadja Karva Bandung, 1984, hal. 39
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ataupun pihak pemohon (vang mempunyai hak
aras fanaly) yvang mengajukan pendaftaran baik
yang menyangkut alas hak atau biaya adminis-
trasi, Unmuk mengetalmi permasalahan/kendala
dalam pendaftaran tanah i dilakukan melahn
wawancara terhadap masyarakat, dari hasil wa-
wancara adapun yvang bisa menghambat atau le-
mahnya pemahaman sistem pendaftaran tanah
dan kegunaannya.

a) Hambatan dan Kendala dan pihak ma-
syarakat.

Dan pihak masyarakat adapun kendala
dan permasalahan untuk melakukan pendaf-
taran tanah adat, vain:

1} Faktor pendidikan.

Pendidikan sangat mempengaruhi
dalam melalulan pendaftaran  tanah
adat, karena bag1 mereka (masyarakat)
didaftarkan atan tidak hak atas fanah
tidak ada permasalahan. sebab mereka
melihat tanah bukan dan adminstrasi.
akan tetapi lebih dilibat dan penggunaan
tanah it sendinl (asas manfoar), disam-
ping im juga dipengamilu oleh kebiasa-
an adat dinana tanah itu sebagai harta
mmm memuun dan penguasaan tanah le-
bih dikuasai oleh anak tertua.

2) Faktor pekerjaan.

Bagi masyarakat vang kesehanan
hanya pekenaannya tam hampir sama
pandangan tentang pendaftaran tanah.
mereka tidak memperdulikan masalah
stams tanah adamya yang penting mere-
ka bisa mengelola tanahnya dengan te-
nang. Dan masyarakat cukup dengan
bukn lisan (pengakuan masyarakat dan
bukt tanam tumbu) adapun bukti termlis
bagi mereka hanya surat waris atau hi-
bah dari orang tuanya vang dibuat oleh
pemuka masyarakar dan dikeralmi Ke-
pala Desa.

Tapi bagi masvarakat yang peker-
jannnya ASN (Aparatur Sipil Negara)
atau Pegawal Negeri dan Pedagang ham-
pir mavoritas hak atas tanahnyva sudal
didaftmkan atan bersertifikat melalui
Sporadik dikarenakan mereka sering ber-
hubungan dengan pihak perbankan dan
menjadi Hak Tanggungan.

3
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Karena biava yang mahal.

Besamya biaya menimbulkan ku-
rangnya minat bagi masyarakar unmk
mendafiarkan hak atas tanahnya, dan ha-
sil wawancara adapun biava yang dibu-
mubkan dalam pengurusan sertifikat sa-
ngat besar (kisaran Rp. 2. 000.000 s/d Rp.
3.000.000) vwnnuk sam persil tanah yang
akan didaftarkan.

Dengan biava yang besar dan ma-
voritas masyarakat pekerjaan sebagai pe-
tani ind sangat memberatkan bag mereka
dan pendaftaran hak atas tanah melalu
program pewerintah (Prona) sangat ter-
batas jumlahnya. Besamnya biaya terse-
but, maka masyarakat kurang berminat
untuk mendaftarkan hak atas tanah adar-
nva sedangkan pendaftaran melalui
program pemerntah dalam hal ini Prona
tidak dilakukan secara terus meners, se-
hingga masih banyak hak-hak mulik atas
tanal adat yvang belum di daftarkan.
Kurang mengerti fungs: serfifikar hak
atas tanah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan
kurangnya pengetahuan masyarakal un-
mk mengerahui fungsi dan kegunaan ser-
tifikat. hal mi disebabkan tidak adanya
penyuluhan secara kontinyu atau terus
menerus vang dilakukan oleh pemerintah
(ATR/BPN) unmk membenkan penera-
ngan fungsi sertifikar dan apa kegunaan-
nya dan serufikat tersebut. Dengan ku-
rangnya pengetahuan  masvarakat  art
dan  kegunaannva sertifikat. sehingea
masyarakar selaku pennlik hak atas ta-
nah adat tidak berminar mendaftarkan
hak milik mereka. Pelaksanaan penyulu-
han dan penerangan dari Kantor Agraria
dan Tata Bnang/Badan Pertanahan Nasi-
onal (ATR/BPN) pernah dilakukan tetapi
pemyuluhannya im hanva dilakukan wak-
tu pendaftaran hak selungga sifat penyu-
luhan tersebut tidak terencana dan tera-
rah.

Prosedur vang lama dalam pengumisan
sertifikat.

Pendaftaran hak atas tanah meru-
pakan kewajiban dan tanggung jawab
yang mempunyal atauw menguasal hak
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dan pihak vang berkepentingan menga-

Jukan permohonan pendafatran hak atas

tanah ke kantor ATRBPN Kabupaten

Kepaluang untuk pendafiaran dan pene-

gasan hal

Dalam  melakukan/mengajukan
permohonan pendaftaran hakatas tanah
harus melampirkan bukti-bukn hak:

1. Surat bukt kepennlikan tanah adat,

2. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah
vang dikuatkan Camat yang menibe-
narkan bukti.

3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah
vang menerangkan mengenal peng-
punaan tanah apakah unmk peruma-
han arau perkebunan.

4. Akta peralihan hak vang dibuat oleh
dan dihadapan PPAT atau surat kete-
rangan peralihan hak sepert ketera-
ngan wartsan, jual beli dan nbah.

Setelah diterima  permohonan
pendaftaran dan memeriksa bukti ter-
sebut lengkap maka permolionan
konversi dan pendaftaran di terima,
Dan Kepala Kantor ATR/BPN mem-
beutuk panitia A vang bermigas -
ik memeriksa dan menelin terhadap
hak vang akan didaftarkan, baik jenis
hak. lvas hak dan batas-batas hak.
Setelah diadakan penelitian dan pe-
meriksaan dan sesual dengan bukai,
maka permohonan konvers dan peun-
daftaran diterima menumt hak atas
tanah sesuai dengan Pasal 16 Unp-
dang-Undang Pokok Agrara dan
ATR/BPN melalmi Kantor Badan
Pertanahan  Kabupaten Kepaliang
menerbitkan sertifikar hak atas tanah.

Pengurmisan vang lama dilaku-
kan serta alat-alat bukti vang banvak
cdiperlukan dalam pemmohonan pen-
daftaran hak nulik adar atas tanah.
ind memimbulkan atau mempengambi
masyarakat unmk mendaftarkan hak-
nya. Disamping itw faktor lain vang
mendorong kurang minat masyvarakat
mendaftarkan hak milik atas tanah
adat adalah bukti-bukti hak atas ta-
nal misalnya Segel. Girik dan Kete-
rangan Kepala Desa masih dianggap

lmat oleh masyarakat dan masyarakat
beranggapan itu sudah Kuat wmtuk
bukti kepenulikan hak.

. Masyarakat menganggap  Hukinm

Adar masih cukup kmar unmk menga-
mir masalall tentang pertanahan.

Pasal 19 Peramran Pemerintah
No, 10 talum 1961 yaitu setiap per-
janjian yang bermaksud pemindahan
Lak. pemberian hak bam dan meng-
gadad hak harus dilalatkan dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-
AT). Namun kenyataan yang terjadi
di masyarakat khusus di daerah pe-
desaan di Kabupaten Kepaluang
vang melakukan peralilan hak diha-
dapan PPAT sangat jarang sekali
atau sangat kecil. Dan mereka lebih
banvak dilakukan sendin dimana ke-
pala desa hanya bersipar mengetali
saja. Disamping 1 juga masyarakar
belumn mengeiahm fungsi dan kedu-
dukan PPAT termasuk mereka (pe-
milik hak atas tanah adat) mengelu-
arkan biava tambahan dalam proses
peralibian hak,

Dalam masvarakat adar masih
mengakw bukti tampa keterangan ini
terjadi terthadap hak atas tanah kare-
na warsan dan masvarakat berang-
gapan wasiat lsan masih hidup (pe-
san wakti hiduep) dan pewaris mi
sangat kuat. Dan hukum adat vang
mengamr pertanahan di Kabupaten
Kepahiang mengakui bahwa harta
warisan berupa nmnah dan sawah
{(kalau ada) dan texmasuk pekarangan
rumah menjadi malik (hak milik) dan
anak vang ferakhur. sehingga dengan
sendiri masvarakat menganggap bah-
wa tanalt dan nunah dalam peralihan
tidak perlu dibuat bukn warisan vang
sifatnya termulis.

Unmk pendaftaran hak milik
baik vang sudah mempunvai bukn
keterangan kepala desa vang tertulis
diatas segel dan pendaftaran tanah u-
dak memuliki bukn hak (penggara-
pan. tumbuhan keras dan batas tan-
da) unmk pengajman permohonan
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pendafiaran. Maka disini kelihatan
adanya adanva suam kesulitan se-
hingga masvarakat vang hendak me-
ngajukan permohonan pendaftaran
tanah nmbul suatu kesan pihak ATR/
BPN mempersulitkan  pendafiaran
hak. Disamping itun masyarakat ber-
anggapan hukum adat cukup kuat
dan menguus peralihan hak ndak
memerlukan biaya yang begm ba-
nyak dan prosesnyva cepat dengan de-
mikian kedudukan hukum adat da-
lam mengamr pertanahan masih dia-
ki oleh masvarakat.

b) Hambatan dan kendala dan pihak Peme-
rintall (ATR/BPN).

Hambatan dan kendala dalam pendaf-
taran hak atas tanah bukan saja datang dan
masvarakat tetapi juga terdapat juga hamba-
tan‘kendala dann pihak Kantor ATR/BPN
yang sampai sekarang belum bisa ditang-
gunglang dan hambatan/kendala harus men-
dapat perhatian vang serius dan pihak vang
bersangkutan (ATRBPM) dalam pengum-
san seritfikat. Adapun hambaran/kendala:

1) Tulak adak bukm termlis kepemilikan
hak.

Dalam  melakukan  pendaftaran
atau permohonan pendaftaran hak ba-
nyvak dijumpai keterangan hak adat atas
tanah vaim berupa keterangan lisan dan
surat keterangandari kepala desa yang
terjadi beberapa tahun yvang lal,

Apabila diperhankan tanah-tanah
asal adar vang terdapat di Kabupaten Ke-
pahiang tdak dilengkapi svatu bukn
vaug jelas tentang penguasaan hak atas
tanah. Jika masyarakat akan mendaftar-
kan hak atas tanah barn dimintak sorat
keterangan tanah dan Kepala Desa vang
dikuat Camat. Berlakunya hukwm adar
vaug mengatur hak atas tanah dan masih
diakui oleh masvarakat keberadaan hu-
kum. maka masyarakat banyak mempu-
nyai bukn hak atas tanah yang bersipat
tidak termulis. dalam melakukan pendaf-
taran harus melakukan pengakuan hak
dan Kepala ATR/BPN Provinsi.

Apabila terjadi peralihan hak atas

23
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tanall dihadapan PPAT vang dibuat akta
peralilian hak oleh PPAT dan oleh pene-
rima hak tersebur tidak segera melaku-
kan pendaftaran dan menjadi permasala-
han bahwa pihak yang memegang akie
takkan menjadi akta sebagai bukti hak
atas tanah yvang dikuasai.
Terbatas tenaga pelaksana pendaftaran.

Pegawal atau Tenaga pelaksana
maupun tenaga administrasi di Kantor
ATR/BPFN Eabupaten Kepaluang teruta-
ma bidang pengukuran bila dibanding-
kan dengan luasnva wilayah vang terdiri
dar1 8 (delapan) Kecamatan yang letak-
nya jaul darn Kantor ATR/BPN. maka
tenaga pengikuran i tersebut térasa sa-
ngat kurang begimi juga tenaga adminis-
trasi unfuk melayani kebutuhan masvara-
kat dengan baik. hal ini terlihat sering
terlambatnya pihak pertanahan unmk
melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan pendaftaran tanah. Maka dengan
tenaga vang terbatas vang diharapkan
dapat melayam kebutnhan masvarakat
dalam mengajukan pendaftaran tanah de-
ngan baik dan dapar melaksanakan mgas
dengan secepainya tidak bisa terlaksana.

Unmk pendaftaran tanal vang si-
fatnya Provek Nasional (Proma) dan te-
naga yang membantu dalam pengukuran
dan pemetaan tanah adalah Aparar Pe-
merintah Desa, sehingga setiap desa da-
lam melakukan pendafiaran hak atas ta-
nah selaln berganti-ganti dan timbul ma-
salah vaitu Kurang mengert tenaga vang
membanm pendafiaran. Terbatasnya fe-
naga pelaksana tidak terlepas terbatasova
fasilitas yang dibumbkan dalam pendaf-
taran. maka pemgas vang melaksanakan
kegiatan tersebut mengalami hambatan
temtama tenaga pengukuran dan pemeta-
an, Untik melakukan pengukuran dan
pemetann disamping membutulikan tena-
ga vang ahli dan memerlukan biava yang
tidak sedikit. Dengan lamanya waktu pe-
ngukuwran  dan  pemeraan maka biaya
vaug dibumhkan dan dikeluarkan makin
besar,
Terbatas biava pendaftaran.

Mengingat hak atas tanal vang
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akan didaftarkan lokasinva jauh dani
Kantor ATR/BPN Kabupaten Kepahiang
dan biaya yang dikelvarkan oleh peme-
rntah unnik provek masih kurang men-
cukupl, maka petugas yang bertugas -
ik melakukan pendaftaran mengalami
kesuliran terhadap ava yaitu biaya pe-
ngukuran dan pemetaan dan lokasi hak-
hak yang akan didaftarkan berada di pe-
desaan. Mengingat hak-hak atas tanah
berada dipedesaan dan lokasi yang sa-
ngat jauh, schingga para petugas disam-
ping memerhikan sarana dan fasilitas pe-
ngangkutan dan biaya dilapangan.

4) Kwang penyuluhan vang diberikan ke-
pada masvarakat.

Penerangan atau penvuluban ada-
lalh hal yang penting unmk dapat men-
dorong masvarakat untuk mendaftarkan
hak. Dengan adanva penerangan/penyu-
luhan yang dibenkan kepada masvarakat
dan akan mengerti fungsi dan kegunaan
sertifikar.

Adapun kendala vang dihadapi un-
ik melakukan penerangan/penyuluhan
kegunaan dan sertifikar:

a. Terbatas biava penerangan/penyulu-
han.

b. Sulit mengumpulkan masyarakat dan

¢. Tidak tersecha tenaga penerangan/pe-
oyuluhan.

Alabat tidak ada biava. kurangnya
tenaga penerangan penyuluhan dan sulit
mengumpulkan masyarakat, sehingga
untuk melakukan penvuluban ndak ter-
laksana.

3. Penvelesain kendala dalam pendaftaran
tanah adat di Kabupaten Kepahiang

Unmik mengatasi kendala dan masalah da-

lam pendaftaran tanah hak mibk adat, maka

Kantor Agrana dan Tata Ruang/Badan Pertana-

han Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kepa-

hiang melakukan upaya unik mengatasi kenda-
la rersebut. Adapun upaya vang dilakukan:

1. Terhadap tanah-tanah adat vang dikuasai
oleh pemilik dengan bukti Surar Kepu-
tusan Penegasan Hak Milik (SKPHM)
dan bani saat sekarang dimohon pendaf-
taran, maka oleh Kantor ATE/BPN tetap

5B

(¥

didaftarkan setelah pihak vang bersang-
lutan dihamiskan membayar kewajiban-
kewajiban dalam surat keputusan dan pi-
hak pemohon pendaftaran dimintak me-
ngajukan permohonan pengukuran dan
pemetaan atas tanahmya setelah di buat
gambar situasi barn diterbitkan sertifikat
tanah dengan Iuas tanah menurut vang
tercantum dalam hasil pengukuran. Hal
ini dilakukan dalam Surat Kepunsan Pe-
negasan Hak Milik tdak disebut limut
wakm untuk mendaftarkan hak atas ta-
nah.

Terhadap tanah-tanah asal adat yang
oleh penuliknya dibuknikan dengan Akta
PPAT/Camar pada umumnya unfuk
memperoled hak atas manabh  meount
UUPA dilakukan permohonan permoho-
nannya menuny hak atas tanah vang di-
kuasai oleh neara. dengan kata lam tidak
dilakukan Konversi Hak.

. Terhadap biaya yang mahal dan prose-

dur vang lama. maka pihak Kantor ATR/
BPN Kabupaten Kepahiang memberikan
suaty kebijakan. kKhususnva pendaftaran
tanah adat melalli Proyen Nasional
{Prona) memberi kemudahan dan kerja
sama dengan Pemermtah setempar (Pem-
da Kabupaten Kepaliang) vaitu kepala
desa unmk melakukan pembayaran biaya
pendaftaran yaim dengan dengan cara 2
(dua) termin:

Pertama dilaknkan pembavaran di-
awal sebelum dilalmkan pengukuran dan
pemetaan dan vang kedua sebagai sisa-
nya dibayar setelah sertifikat selesan di-
mana pembavarannya dikeordinasikan
oleh Kepala Desa
Faktor masih kuatmva hukum adat dan
kuranz mengertinya  fungsi  sertifikat
oleh masvarakat merupakan faktor uta-
ma penghambar dalam pendaftaran hak
milik adat. Disebabkan hulum adat me-
rupakan hukum vang sacral yang menga-
tur prilaku dalam kehidupan bermasvara-
kat baik menyangkut pertanahan. maka
sampai saat sekarang faktor im belum
teratasi dengan baik.

Adapun langkab-langkah vang di-
ambil/dilakukan:
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a. Apabila tegadi peralihan hak vang
dilakukan kepala desa. maka kepala
desa menganjurkan selesai peralihan
sebaiknya hak i didaftarkan untuk
mendapat sernfikar.

b. Setiap Ulang Talun Undang-Undang
Pokok Apgraria (UUPA) oleh ATE/
BPN memintak bantuan kepala desa
dan karang taruna untuk memberikan
penjelasan tentang fungsi dan kegu-
naan sertifikat.

c. Dnlakukan kerja sama vang singkat
anfara Kantor ATR/BPN Kabupaten
Kepahiang dengan Mahasiswa yang
melakukan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) untuk mengadakan penyulu-
han hukum kepada masyarakat. se-
hingga mereka menyadan akan pen-
tngnya sertifikat dan kegunaannya
sehingga mereka maun mendaftarkan
hak atas tanahnya.

Jika dibandingkan dengan hak-hak
atas tanah vang sebelum terdafiar maka
kegiatan dilakukan tersebut diatas tidak
atau belum terlaksana dengan baik dan
penyvuluban vang dilakukan oleh maha-
siswa sifamya tidak menyeluruh.

5. Terhadap permasalahan dan kendala
oleh pemenniah (ATR/BPN) merupakan
persoalan vang bersifat nasional. Artinya
kendala/masalah ini fidak hanya dihada-
p1 oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten
Kepahiang akan tetapi untuk selumh
[ndonesia.

Unmk mengatasi kendala im oleh Pe-
merntah (ATR/BPN) diberikan kemudahan
dalam melakukan pendaftaran hak atas 1anah.
Misalnya keluamya Peraturan Menteri Nega-
ra Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasi-
onal Nomor 3 Talmn 1995 vaitu Penyeleng-
garaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik
dan dilanjutkan Program Kebijakan Paket
Ekonomi Pemerintah Kabinet Kerja Joko Wi-
dodo-Yusup Kalla 2014-2019 yaitu penataan
Pe-administrasian pertanahan melalui prog-
ram sertifikasi tanah secara nasional.

Meskipun upaya vang dilaknkan Kan-
tor ATR/Pertanahan Kabupaten Kepahiang
unmk mengaiasi kendala belum berjalan de-
ngan sempuma tetapt usaha tersebut terus di-
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lakukan.

0. Penuiup

Dari hasil penelitian dan pembahasan ten-
tang Pendafatran Tanah Adat unuk Mempero-
leh Kepastian Hukum disimpulkan sebagai beri-
kot

1. Proses dan pelaksanaan pendaftaran ta-

nah di kabupaten Kepahiang baik tanah
hak milik. Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan Hak Tanggu-
ngan sudah berjalan.
Dalam melakukan pendaftaran hakatas
tanah masyarakat banyak mengunakan
sarana Proyek Nasional (Prona). Sedang
untuk permohonan sendiri sangat kurang
hal ini disebabkan permohonan sendiri
memerlukan biava yang besar.

Untuk program Prona di Kabuparen Ke-

paliang baru dilaksanakan di daerah pe-

desaan, khususnya daerah yang masih
banyak hak adat yang belum terdaftar.

3. Adapun kendala’hambatan dalam mela-
kukan pendaftaran tanah hak nulik adat
dan pelaksanaan UUPA dan Peraturan
Pemermtalh Nomeor 24 tahun 1997, ada-
lah:

a. Karena biaya vang mahal dalam me-
lakukan pendaftaran

b. Masvarakat kurang mengerti pen-
tingnya arti sertifikat sehingga ma-
syarakat fidak bermmat untuk men-
daftarkan hak milik atas tanah adat.

c. Pelaksanaan perdaftaran  prosedur
vang lama dan disamping i masya-
rakat mempunvai anggapan bahwa
hukum adat yang berlaku dalam ma-
syarakat cukup kuat untuk mengatur
masalah pertanahan baik jual beli.
warlsan dan hibah.

d. Tidak adanva bukti tertulis hak atas
tanah sehingga sulit melakukan pro-
ses administrasi bagi kantor ATR/
BPN.

e. Terbatasnya tenaga teknis untmk me-
lakukan pengukuran dan pemetaan
fermasuk  biayanyva oleh Kanior
ATR/BPN.

f  Masvarakat mengangeap bukii term-
lis (diatas segel dibuatr di hadapan

d
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Kepala Desa) atau surat menyurat Akta PPAT tidak perlu dilakukan
dibuat secara kekelunargaan. dan wa- konversi.
siat lisan oleh orang ma dianggap su- ¢. Terhadap biaya yang mahal diberi-
dah kuat sebagai bukti hak atas ta- kan kemudahan melalui kebijakan
nal. Kepala Kantor ATR/BPN dengan
4. Adapun upaya yang dilakukan untuk pola pembayaran 2 (dua) termin.
mengatasi kendala/masalah dalam pen- d. Memberikan penyuluhan yang dila-
daftaran tanah, yain: kukan kepala desa Kepada pemilik
a. Tidak memberi batas waktu pada Su- hak atas tanah apabila terjadi perali-
rat Keputusan Pengakuan Hak Milik han hak. misalnya jual beli. warisan
(SKPHM) untuk mengajukan pen- dan hibah. Dan kegunaan dari serti-
daftaran hak atas tanah. fikat hak atas tanah.

b. Terhadap masvarakat yang mempu-
nyai hak milik adat dengan buku
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